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SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERUBA}IAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGAMN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubshan
AnggaJan Pendapitan dall Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan
GuLirnur Sumatera Utara tentang Penjabaran Peruba-han Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Talxun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pel,aksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaraa 2016;

: 1. Undalg-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan
Peraturan Pembentukan Propinsi Sumat€ra Utara (I,€mbaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambalan Irmbaran
Negara Nomor 1103);

2. Un-clang-Undang Nomor 17 Tabun 2OO3 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO3 Nomor 47, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tfJfiang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tar:rbahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahr:n 2004 tentang Pemeriksaan Pengelol"aan dan Talggungiawab Keualgaa Negara
(LembaraIr Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44OO);



5.

6.
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistcm Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahsn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuargan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentrng Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a37) sebagaimana telah diubah
beberapa kali teralddr dengal Undaag-Undang Nomor 9 Ta.hun 2015 tentang Perubahan K€dua atas Undang-
Undaag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahul 2015
Nomor 58, Tamba.han L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2O15 tentang Anggaran Pendapatan dan Belaqja Negara ?ahun Anggaran 2016
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undalg Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahr:n 2O15 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambalan Lembaran Negara Republik Indoenesia
Nomor 5907);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan K€uangan Pimpinan dan Anggota
Dewal Perwakilan Ralryat Daerah (Lemba:an Negara Republik Indoneaia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 20O7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Taltun 20O4 tentang Kedudukan Protokoler dan IGuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan l:mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dara Perimbangan (I€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)i
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (L€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atag
Peraturan Pemerint€h Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (L€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 10, Tambahan Iembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20O5 tentalg Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taltun 2OO5 Nomor 165, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instensi Pemerintah
(Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O10 tentang Tata Cara Pelaksaaaan Trrgas dan Wewelrang serta
Kedudukan Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (kmbaralr Negara Republik
Indonesia Tahun 201O Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2O1O tentang Tata Cara Pela-ksanaan I\rgas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
44, Tambahan Lembaral Negara Republik Indon€sia Nomor 5209);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatar dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2016;

17. Peratural Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentarg Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaal Keuangar Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

21. Peraturar Daerah Nomor 1 Tahun 2O1O tentang Pokok-Pokok Pengelolaaa Keuangan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Su.rnatera Utara Tahun 2O10 Nomor 1, Tambatran Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 1);

22. Peralurar| Daerah Nomor 1 Talun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Ut ra (l,embaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Ta}un Anggaraa 2O16 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O16 Nomor 5 );
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24. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 20 16 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Betaqia Daerah provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana t€lah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Sumatera Utara Nomor I Tahun 2016 tentang pe4jabaran
Anggaral Pendapatan dar Belarlja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2O16 (Berita Dairah provinsi
Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 26);

Menetapkan

MEMI.TIUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA I'TARA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I
Per{abaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bel,anja Daerah Plovinsi su.Eratera Utara Tahun Anggaral 2016, adalah sebagai berikut :1. Pendapatan

a. Semula Rp. g.gZg.gag.ZZ2.L6g,OO
b. Bertambah/(berkuran$ Rp. 81.839.052.679;00
c.JunlahPendapatansetelahperubahan-np.1o.o55.827.824.848,oo

2. Belanja
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)
c. Jumlah Belanja setelah perubahan

Surplus/Defisit

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan

Rp. 9.950.844.445.530,00
Rp. 229.909.330.713,O0

Rp. t.123.954.000,00
Rp. Q35.150.887.422,00

Rp. _ 10.180.753J76.243,0Q
Rp. (124.925.951.395,00)

Rp. 336 ,27 4 .84 | .422 ,AO
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Rp. 24.268.280.639,00
Rp. 387.080.609.388.00

Rp. 411.348.890.O27,OO
Rp. 124.925.95 1 .395,00
Rp. o,o0

Pasal 2

Uraian Lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utsja Tahun Anggaran 2016
sebagaimana dimaksud del€rn Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yarrg sebagai bagian yang tidak terpisshkan dari Peratr:ran Gubernur
ini, terdiri dari :

b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah I (berkurang)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

1. Lampiran I
2. Lampiran II
3. Lampiran III

Ringkasan Perubahan APBD Berdasarkan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Penjabaran Perubahan APBD;
Daftar Penerima Hibah dan Besaran Bantuan

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diter^nkan dalam Peraturan Gubemur ini ditualgkal
lebih laqjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Peralgkat Daerah/Unit Keda Perangkat Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundalg-undaagal.
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Pasal 4

Peraturan cubemur ini mulai berlaku pada taaggat diundangkan.

1g*. *lgp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangal Peraturan Gubemur ini dengar penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 Desember 2016
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd
HASBAN RITONGA

BERITA D PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OL6 NOMOR 36

Aslinya

Pembina U Muda (IVi c)
NIP.19590227 198003 1 004


